
GUBERNUB SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERITUR SUMATERA UTARA

NOMOR 47 TAIIUI 2OL2

TENTANG

PERUBAIIAIT ATAS PERATURAN GUBERNUR STIMATERA UTARA
NOMOR 2 TAIIUil 2AL2 TENTAITG BESARAN UANG PERSEDIAAIIT, GAIYTT

UAI{G PERSEDIAAN DAIV TA}IBAIIAIT UAITG PERSEDIAAN AITGGARAIT
PENDAPATAN DAN BEUII{JA DATRAII PROVINSI SU}IATERA UTARA

TAIIU1T ANGGARAIT 2OI2

Menimbang

DENGAN RAIIMAT TT'IIAIT YAITG MAIIA ESA

GUBERITT'R SI'MATERA UTARA,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 2 Tahun 2012 telah ditetapkan Besaran Uang

Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang

Persediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2Ol2 ;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang

prosedur pengqiuan besaran uang persediaan, ganti uang

persediaan dan tambahan uang persediaan atas beban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun'Anggaran 2012, Peraturan Gubernur

sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur

Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Besaran

Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan

Uang Persediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2Ol2 ;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan

Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1103);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOS tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2861;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a2$6l;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a38e);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO+ Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4+37), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAg Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a8a4l;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

2.



7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3669);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

5 Tahun L997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L997 Nomor

8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

366e);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sumatera Utara

(L,embaran Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2008 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara

Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas*Dinas Daerah Provinsi Sumatera

Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

2OO8 Nomor 8, Tambahart Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Ke{a Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera

Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

2OO8 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 9);



14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2AO9 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Sumatera

Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

2OAg Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 17);

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2O1O tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera

Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

2A1A Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2O1l tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 5);

17. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2}ll tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2Ol2 (Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 81)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur

Nomor 33 Tahun 2An tentang Perubahan Atas Peraturan

Gubernur Nomor 81 Tahun zOlL tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2OL2 {Berita Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2AL2 Nomor 33).

MEMUTUSI(AT{ :

MeNetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 2

TAHUN 2012 TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI

UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI

SUMATEM UTARA TAHUN ANGGARAN 2012



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Besaran Uang Persediaan, Ganti

Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

Anggaran 2OL2 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 dltambahkan ayat baru yaitu ayat {3}

dan ayat (4|, yang berbunyi sehagai berikut:

Pasal 2

(3) Setiap pengajuan permintaan UP harus melampirkan rincian

perhitungan besaran UP yang ditandatangani oleh Pengguna

Anggaran.

(4) SKPD yang mempunyai UPT atau Unit Kerja harus

melampirkan daftar besaran UP yang akan diberikan kepada

UPT atau Unit Kerja dimaksud.

2. Ketentuan Pasal 3 dtubah dan ditambahkan ayat baru

yaitu ayat {31, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berlkut:

Pasal 3

(1) Besaran GU ditetapkan berdasarkan penggunaan UP yang

telah dipertanggungiawabkan sesuai dengan register

pengesahan pertanggungj awaban.

Pengesahan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah minimal sebesar 75o/o dari UP yang diterima

dan maksimal sebesar UP yang telah diterima.

Pengajuan permintaan GU untuk yang terakhir kali didasarkan

pada sisa dana yang dapat di GU kan, namun tetap tidak

melebihi dari besaran UP yang telah diterima.

t2t

(3)



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diund.angkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 26 Desember 2Ol2

PIt. GUBERNUR SI'IUIATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO ITUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal L Jqnuact aot)

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

4h
NURDIN LUBTS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 4T


